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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi pendaftaran 

sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten 

Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran sertifikasi 

halal pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Implementasi tersebut 

dilakukan melalui sistem SIHALAL dengan dukungan Program Sertifikasi 

Halal Gratis (SEHATI), Pendamping Proses Produk Halal (P3H), serta 

pemerintah daerah dan instansi terkait yang berperan dalam sosialisasi dan 

pendampingan kepada pelaku usaha. Keberadaan program dan 

pendampingan tersebut telah membantu pelaku UMK dalam memahami 

prosedur serta memenuhi persyaratan sertifikasi halal. 

Pelaksanaan pendaftaran sertifikasi halal masih menghadapi 

beberapa hambatan, antara lain rendahnya pemahaman pelaku usaha 

mengenai prosedur sertifikasi halal, ketidaklengkapan dokumen 

administrasi usaha, rendahnya literasi digital, adanya ketakutan terhadap 

kerumitan proses sertifikasi halal, serta keterbatasan sosialisasi dan 

informasi. Di sisi lain, faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan 

pendaftaran sertifikasi halal meliputi adanya program sertifikasi halal gratis, 
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keberadaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H), dukungan pemerintah 

daerah dan instansi terkait, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi legalitas usaha dan kepercayaan 

konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi pendaftaran 

sertifikasi halal bagi UMK di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya ditentukan 

oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas 

sosialisasi, kualitas pendampingan, kesiapan administrasi, dan kemampuan 

pelaku usaha dalam mengakses sistem pendaftaran yang berbasis digital. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) 

Pendamping Proses Produk Halal diharapkan terus 

meningkatkan kualitas pendampingan kepada pelaku usaha, 

terutama dalam membantu penyusunan dokumen administrasi dan 

penggunaan sistem SIHALAL. Pendamping juga perlu memberikan 

edukasi yang lebih intensif untuk menghilangkan persepsi bahwa 

sertifikasi halal merupakan proses yang rumit dan sulit 

dilaksanakan. 

2. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan kecil (UMK) 

Pelaku UMK diharapkan lebih proaktif dalam mencari 

informasi mengenai sertifikasi halal dan meningkatkan kesiapan 

administrasi usaha sejak awal. Selain sebagai bentuk kepatuhan 
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terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikasi halal 

juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas produk, 

kepercayaan konsumen, dan daya saing usaha. 
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